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Abstract  
This research is motivated by a "unique" phenomenon from of the role of the profession 
internal auditors. For Internal auditors of  Internal Control Unit (SPI) in a non-profit 
organization, especially in an Higher Education Institution, the uniqueness has the 
potential to place it in a situation of independence dilemma. The purpose of this study 
is to understand the reality of the independence dilemma faced by SPI auditors as a 
result of the conditions and work environment. In order to explore the auditor's 
understanding of SPI, phenomenology is employed as methodology, under interpretive 
paradigm as the umbrella of this research. Exploration of understanding and 
awareness is done using Epoche. The results of the study revealed that the SPI auditor 
faced a situation of independence in various forms: (1) the negative auditing stigma in 
the form of the awarding of "kambing hitam" to SPI raises a dilemma for auditors and 
disturbs the working spirit of the SPI auditor, on the other hand if implemented 
improperly will be contrary to the obligation and further aggravate the negative stigma 
already attached; (2) there is a phenomenon of impropriety (abuse) on audit guidelines 
that has not been fully implemented and not evaluated to provide ethical consideration 
in the future; (3) the existence of obedience pressure in the form of "suspension" the 
rector signs the SPI examination report. due to the term audit conception that has not 
been agreed upon.  
 
Keywords : dilemma; phenomenology; auditor; Internal Control Unit (SPI). 
 
 
Abstrak  
Penelitian ini dimotivasi oleh fenomena unik atas peran auditor internal. Auditor 
Satuan Pengawasan Internal (SPI) di suatu organisasi nirlaba, khususnya perguruan 
tinggi, sering mengalami dilema yang terkait independensi. Tujuan penelitian ini untuk 
memahami realitas dilema independensi yang dihadapi auditor SPI sebagai hasil 
kondisi dan lingkungan kerjanya. Untuk mengeksplorasi pemahaman auditor atas SPI, 
maka studi ini menggunakan metode fenomenologi, yang merupakan salah satu varian 
metode interpretatif. Eksplorasi atas tingkat pemahaman dan kesadaran menggunakan 
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 19 No.1 April 2019 
 
112 
 
Epoche. Hasil penelitian menunjkkan bahwa auditor SPI menghadapi suatu situasi 
independensi dalam berbagai bentuk: (1) adanya stigma negatif tentang SPI, yang 
sering disebut ‘kambing hitam’. Di satu sisi stigma audit negatif dalam bentuk 
pemberian sebutan "kambing hitam" pada SPI menimbulkan dilema bagi auditor dan 
mengganggu semangat kerja auditor SPI, di sisi lain jika diterapkan secara tidak benar 
akan bertentangan dengan kewajiban dan semakin memperburuk stigma negatif yang 
ada; (2) adanya fenomena ketidakwajaran (penyalahgunaan) pada pedoman audit yang 
belum sepenuhnya dilaksanakan dan dievaluasi, dengan alasan pertimbangan etis; (3) 
adanya tekanan kepatuhan dalam bentuk "penangguhan" penandatangan laporan 
pemeriksaan SPI oleh rektor, karena adanya konsepsi audit yang belum disepakati.  
 
Kata Kunci : dilema; fenomenologi; auditor; Satuan Pengawas Internal (SPI.) 
 
 
JEL Classification : L30 M42 
 
Submission date: September 2018             Acceptance date: April 2019 
*Corresponding Author  
 
 
PENDAHULUAN  
 
Isu terkait independensi auditor telah menjadi bidang kajian penelitian yang 
cukup banyak diminati dalam beberapa tahun terakhir dengan mengambil objek 
penelitian pada kantor akuntan publik. Kebanyakan kajian penelitian dianalisa 
berdasarkan pendekatan positivistic (Barizah et.al, 2009; MacLullich dan Sucher, 2005; 
Windsor dan Warming-Rasmussen, 2009). Di sisi lain, pendekatan non-positivistic juga 
tidak kalah berkembang dan menjadi kajian riset menarik yang dielaborasi dalam 
perspektif kearifan budaya local, misalnya budaya Siri’na Pacce (Azis dan Mangoting, 
2015), pola sikap Ewuh Pakewuh (Muhtar, 2008; Usman dan Widagdo, 2016), serta 
pola interaksi sosial dalam kajian independensi berbasis kultur dan filsafat Blummer 
(Kalana dan Ngumar, 2012).  
Kajian tersebut menjadi semakin lengkap dengan studi pemaknaan independensi 
auditor internal maupun kajian yang dikemas dalam bingkai studi kritis, seperti riset 
yang dilakukan Khairin et.al (2015), Usman dan Widagdo (2016), Santosa dan 
Suyunus (2016), serta Stewart dan Subramaniam (2010). Realitas perkembangan studi 
tersebut terkait erat dengan perkembangan dan perluasan peran audit internal sebagai 
kunci mekanisme tata kelola perusahaan serta layanan konsultasi internal. Kumaat 
(2011) menyatakan bahwa auditor internal sebagai profesi yang paradoks semakin 
dibutuhkan di tengah-tengah bisnis yang kian ketat, meskipun eksistensinya terkadang 
tidak otomatis ikut bertumbuh sejalan dengan perkembangan perusahaan. Lebih lanjut, 
Kumaat (2011) menuturkan bahwa profesi ini dipandang tidak terkait langsung dengan 
urusan mencetak pendapatan, tetapi hanya sebagai bamper banyak pihak dalam 
menuntaskan masalah yang mengandung friksi internal.  
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Pada wacana lain, Kumaat (2011) menegaskan audit internal mungkin saja 
dianggap tidak relevan lagi bila berbagai faktor penting organisasi yang bisa mencegah 
penyimpangan dapat berperan secara memadai, yaitu adanya leadership dan organisasi 
yang kuat mengendalikan segala sesuatu, kompetensi SDM yang memadai sesuai 
bidangnya, sistem operasi yang efektif, serta teknologi pendukung yang canggih dan 
selalu update serta ditunjang share value/corporate culture yang dihayati oleh semua 
internal stakeholder. Namun itu semua adalah aksioma  belaka, yaitu sesuatu yang 
hanya berlaku di awang-awang tataran ide, dan hampir mustahil terwujud sepenuhnya 
dalam realitas bisnis. Mengapa demikian?  
Kumaat (2011) menerangkan bahwa manusia memang mampu berpikir 
konseptual idealistik, namun tidak selalu berhasil menghadapi (mengatasi) 
kelemahan/tantangan dalam mengimplementasikan hasil pemikirannya. Demikian pula, 
sistem dan budaya sebagai hasil kreasi manusiawi harus siap menerima realita 
banyaknya aspek yang tidak terakomodasi dalam sistem, adanya faktor ketidakpastian 
(uncertainty) pada dimensi waktu mendatang, tuntutan perubahan (changes), dan 
perlunya mengakomodasi pengecualian (exception), disamping sejumlah besar 
kemungkinan penyimpangan dalam praktek yang perlu diantisipasi. Berbagai teori, 
prinsip, konsep ilmu ekonomi sendiri dibangun dengan asumsi tetap: cateris paribus, 
sepanjang faktor-faktor lainnya tidak berubah. 
Sejalan dengan diskusi di atas, perlu kita menelisik kembali kondisi dan 
perkembangan perguruan tinggi di Indonesia pada masa reformasi, ternyata masih terus 
mengalami persoalan yang sangat rumit. Persoalan yang mengemuka bermacam-
macam, mulai dari campur tangan pemerintah (birokratisasi) dalam pengelolaan 
perguruan tinggi, biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh kaum miskin, kualitas 
riset dan publikasi yang memprihatinkan, sampai dengan masalah kultur budaya 
akademik yang belum sepenuhnya terbangun (Soetjipto, et.al., 2014). Dalam perguruan 
tinggi perlu ada penegasan dan penguatan fungsi serta peran organ-organ penting dalam 
tubuh organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, pasal 58D 
menyebutkan bahwa organ perguruan tinggi setidaknya menjalankan empat fungsi, 
yaitu: (a) fungsi pengelolaan dan pelaksana akademik; (b) pertimbangan dan 
pengawasan akademik; (c) pengawasan bidang non-akademik; dan (d) pertimbangan 
non-akademik dan fungsi lain dalam statuta.  
Sebagai organ pengawasan internal bidang non-akademik, eksistensi peran unit 
kerja bernama Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada perguruan tinggi mengalami 
kemiripan kondisi dengan profesi audit internal pada sektor korporasi yang oleh Sarens 
dan de Beelde (2006) dinyatakan memiliki karakteristik unik. Mengapa disebut unik? 
Karena mereka adalah bagian dari organisasi, mereka memiliki tanggung jawab untuk 
menilai dan memantau keputusan yang dibuat oleh manajemen, namun disisi lain juga 
bertanggungjawab untuk menyarankan manajemen atas kecukupan dan efektivitas 
pengendalian internal. Bagi auditor SPI sendiri, kondisi unik ini pada akhirnya 
menciptakan perdebatan yang panjang karena memiliki potensi untuk menempatkan 
independensi auditor SPI dalam situasi dilema. Selain itu, sebagai bagian dari struktur 
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organisasi, seorang auditor internal mendapatkan penghasilan dari organisasi di mana 
dia bekerja. Hal ini berarti ia sangat bergantung kepada organisasinya sebagai pemberi 
kerja. “Keunikan” tersebut kiranya menjadi alasan logis pentingnya batasan status dan 
kewenangan bagi auditor SPI untuk menjaga independensi organisasi dan secara 
individu untuk selalu bertindak objektif.  
Berdasarkan kerangka audit, adanya syarat etis independensi ditujukan untuk 
menghilangkan bias oleh auditor sehingga dapat lebih objektif salam menjalankan 
tugas. Sebaliknya auditor SPI, berdasarkan peran dan tugasnya tidak mungkin lepas 
bias yang tidak disadari karena keterkaitannya dengan auditi. Hal tersebut dibenarkan 
oleh Roussy (2013) bahwa pada kenyataannya di lapangan tidaklah sama dengan teori. 
Banyak terjadi masalah yang dihadapi seorang auditor SPI yang berpotensi 
melemahkan independensinya. 
Godaan independensi memiliki beberapa bentuk dan motif, diantaranya 
pemberian gratifikasi (Khairin, et.al., 2015). Selain itu, hadirnya dilema peran yang 
dialami auditor SPI, yang juga sekaligus sebagai dosen (Zuhdi, 2012). Menurut penulis, 
hal tersebut sesungguhnya hal yang wajar dan tidak menjadi masalah yang dapat 
mengancam independensi auditor SPI, selama auditor SPI dapat mempertahankan 
kejujurannya, dan tidak terjadi manipulasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang 
diakibatkan karena konflik kepentingan atau hal lainnya.   
Selain bentuk dua godaan diatas, kecenderungan sikap independensi auditor 
internal juga dipertaruhkan ketika ia berhadapan dengan pemeriksaan yang menjadi 
ranah kebijakan pimpinan. Hal ini terjadi karena saat ini, dalam lingkungan kerja masih 
diwarnai dan dipengaruhi oleh kultur budaya dan etika yang berkembang di Indonesia, 
yang biasa disebut ewuh pakewuh
1
. Ewuh pakewuh adalah sebuah budaya yang kasat 
mata, namun sudah melekat erat di kehidupan masyarakat Indonesia sehingga seorang 
yang bersalah atau melakukan penyimpangan tidak mendapatkan sanksi sebagaimana 
mestinya dikarenakan adanya rasa segan atau sungkan (Usman dan Widagdo, 
2016:371). Sikap rasa tidak enak pada orang yang dikenal sebenarnya bisa dikatakan 
sikap yang sudah umum dalam masyarakat, namun pasalnya menjadi sebuah keunikan 
tersendiri jika itu terjadi di masyarakat dan sudah membudaya pada organisasi 
pemerintahan termasuk perguruan tinggi.  
Jika ditelisik lebih jauh, sikap ewuh pakewuh tidak sejalan dengan etika profesi 
seorang auditor, sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan dan sasaran 
pemeriksaan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan auditor SPI menindaklanjuti 
potensi pola penyimpangan dalam lingkaran perguruan tinggi dapat memperlemah 
posisi independensi dalam sikap/pemikiran (in fact), yang sebelumnya telah 
                                                          
1 Ewuh dalam bahasa Sansekerta memiliki arti “repot” sedangkan pakewuh juga dalam bahasa 
Sansekerta memiliki arti tidak enak perasaan. Pada lingkup pemerintahan, pola sikap ini 
dapat dilihat dari ketidakmauan mereka untuk menyatakan pendapatnya yang mungkin 
bersifat bertentangan, hal tersebut dilakukan demi menghindari konflik dan menjaga jalinan 
hubungan baik dengan mereka yang dianggap lebih tinggi kedudukan sosialnya. Sikap ini 
akan mengakibatkan seseorang tidak bertindak rasional dan tidak dapat membedakan mana 
urusan dinas dan mana urusan pribadi. 
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terdegradasi maknanya dari sisi tampilan luar dan posisi auditor (independent in 
appereance).  
Ketikdakmampuan auditor SPI menempatkan independensi pada posisi yang 
semestinya berpotensi memunculkan stigma negatif dari publik/pihak eksternal. 
Meskipun menurut Roufique (2010) pengaruh terhadap independensi auditor internal 
terkadang tidak bersifat langsung terhadap hasil audit yang dihasilkan oleh auditor 
internal. Namun demikian intervensi tersebut dapat mempengaruhi kinerja unit audit 
internal tersebut termasuk mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menetapkan 
ruang lingkup dan metodologi auditnya.  
Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka saya merumuskan fokus 
penelitian ini adalah: bagaimana pemahaman auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) 
pada perguruan tinggi negeri terhadap potensi dilema independensi yang dialami dalam 
menjalankan fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memahami realitas dilema independensi yang dihadapi oleh auditor SPI perguruan 
tinggi negeri sebagai dampak dari kondisi dan lingkungan kerjanya. 
 
REVIU LITERATUR  
 
Independensi dalam perspektif teoretis tidak mudah untuk ditentukan. Definisi 
independensi adalah: probabilitas kondisional untuk melaporkan pelanggaran yang 
ditemukan (DeAngelo, 1981), kemampuan untuk menahan tekanan klien (Knapp, 
1985), sebuah fungsi karakter dengan karakteristik integritas dan kepercayaan (Magill 
dan Previts, 1991), dan tidak adanya kepentingan yang menciptakan risiko bias yang 
material.  Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah (APIP, 2013) Bab prinsip-prinsip dasar 1100 nomor 05, disebutkan bahwa 
independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas 
audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Untuk 
mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab 
aktivitas audit intern secara efektif, pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak 
terbatas kepada atasan pimpinan APIP. Ancaman terhadap independensi harus dikelola 
pada tingkat individu auditor, penugasan audit intern, fungsional, dan organisasi. 
Secara ideal, internal auditor dikatakan independen apabila dapat melaksanakan 
tugasnya secara bebas dan objektif. Kebebasan memungkinkan auditor internal untuk 
melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak. Namun bagaimana prakteknya? Tentu 
saja hal ini bukanlah perkara mudah. Di sisi lain, auditor internal banyak menghadapi 
permasalahan dan kondisi yang menghadapkan auditor internal untuk mempertaruhkan 
independensinya. Dalam hal ini, realitas dan pengertian atas independensi sangat 
penting bagi tumbuhnya kepercayaan publik. 
 
Empat karakteristik khas SPI pada perguruan tinggi 
Pada sektor pemerintahan di Indonesia, fungsi audit internal telah menjadi unsur 
organisasi yang wajib ada di setiap lini instansi pemerintah baik kementerian/lembaga, 
pemerintahan daerah, maupun perguruan tinggi. Fungsi tersebut diberi nama generik 
yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Penamaan pada masing-masing 
instansi bisa berbeda-beda, misalnya inspektorat jenderal atau inspektorat pada 
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kementerian/lembaga dan inspektorat provinsi/ kabupaten/kota pada pemerintah daerah 
dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada perguruan tinggi.  
Wibowo (2014:1) menuturkan penggunaan istilah SPI di beberapa perguruan 
tinggi disebutkan bermacam-macam sesuai dengan kebijakan masing-masing pemimpin 
PTN. Ada yang menyebutnya satuan pengawasan intern, satuan pengendalian intern, 
dan satuan pemeriksa intern. Perbedaan penyebutan istilah SPI tersebut bukan masalah, 
yang terpenting unit SPI tersebut sama-sama menerapkan ketentuan yang berlaku 
terkait SPI. 
Ada beberapa kata kunci yang membangun definisi audit internal, yakni; 
independen dan objektif, consulting activity, add value (nilai tambah), helping 
(membantu), improve (meningkatkan). Deretan kata kunci tersebut menegaskan bahwa 
audit internal berperan penting dalam bisnis dan proses pelaporan keuangan perusahaan 
maupun di lembaga sektor publik (Reynolds, 2010). Oleh karena itu, audit internal 
menjadi alat manajemen yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kontrol yang efektif 
baik di organisasi sektor publik maupun organisasi swasta (Eden dan Moriah, 1996) 
dalam Noviarini (2015). 
Secara implisit keberadaan audit internal diharapkan membantu organisasi 
mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin 
untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, 
kecukupan pengendalian dan proses tata kelola. Satu hal yang menarik dari telaah 
definisi audit internal adalah tidak ada pernyataan eksplisit yang mengharuskan struktur 
organisasi unit audit internal berada di dalam internal organisasi. Meskipun begitu, 
poin-poin definisi di atas menyiratkan bahwa unit audit internal merupakan unit yang 
menjadi bagian di dalam suatu organisasi.  
Dalam banyak praktik, posisi unit audit internal memang demikian, meski ada 
pula yang melakukan outsourcing para personelnya. Hal ini diperoleh dari hasil riset 
Carey et.al (2006) yang menemukan bahwa dari 99 perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Australia, dimana 54,5 persen sepenuhnya mengandalkan fasilitas in-house dan 
45,5 persen melakukan outsourcing sebagian atas semua fungsi audit internal mereka.  
Untuk selalu independen, SPI perguruan tinggi setidaknya harus memiliki 
karakter dan jati diri, sehingga kehadirannya mampu membawa manfaat bagi institusi 
perguruan tinggi tersebut. Menurut Suharso (2016), setiap  lembaga audit internal 
memiliki karakteristik yang khas, tidak terkecuali SPI perguruan tinggi. Dari beberapa 
kata kunci (keywords) yang membentuk definisi audit internal di atas, dapat digali poin-
poin penting yang dapat mencerminkan karakteristik tersebut, yaitu meliputi 4 (empat) 
bentuk, yaitu praktek penugasan, sifat, proses, dan bidang kegiatannya. 
Pertama, pada sisi praktek penugasan audit internal, dapat berupa penugasan 
asurans dan konsultansi. Pada penugasan asurans, audit internal memberikan penilaian 
atas keandalan operasi pada bidang-bidang tertentu. Hasil akhirnya adalah 
pendapat/rekomendasi dari auditor. Sementara pada penugasan konsultansi, audit 
internal menggunakan metodologi tertentu untuk membantu penyelesaian atau 
perbaikan secara langsung atas masalah yang dihadapi oleh auditi. Auditi adalah pihak-
pihak pejabat pengelola perguruan tinggi dalam hal ini rektor hingga jabatan pegawai 
biasa atau subjek yang menjadi sasaran audit internal. 
Kedua, mengenai sifat, audit internal bersifat independen dan objektif. 
Independen mengandung arti bahwa audit internal harus memiliki kebebasan dari 
kondisi yang mengancam kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawab secara 
objektif. Sedangkan objektif dapat dijelaskan sebagai suatu sikap mental yang tidak 
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memihak (tidak bias) dan tidak melakukan kompromi kualitas. Sifat independen dan 
objektif tersebut harus diterapkan pada semua bentuk penugasan baik berupa asurans 
maupun konsultansi. Kunci utama terwujudnya independensi dan objektivitas adalah 
pada posisi struktur organisasi audit internal dan integritas orang-orangnya.  
Ketiga, proses audit internal dilakukan secara sistematis dan disiplin. Proses 
sistematis dan disiplin tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas pada seluruh tahapan 
audit internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan komunikasi 
hasilnya. Aspek pendukung yang diperlukan adalah adanya acuan, pedoman, standar 
kerja atau nama lainnya yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran, 
pengendalian, dan penjagaan kualitas audit. 
Keempat, bidang kegiatan audit internal adalah terkait pengelolaan risiko, 
pengendalian, dan tata kelola. Ketiga hal tersebut merupakan kunci organisasi untuk 
mampu beradaptasi dan memiliki daya tahan terhadap segala perubahan lingkungan. 
Oleh karena itu, kegiatan audit internal harus mampu memastikan kemampuan 
organisasi dalam mengelola risiko, pengendalian, dan tata kelola. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan penelitian 
Dalam penelitian mengenai dilema independensi auditor SPI perguruan tinggi 
ini, saya menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersifat kualitatif, dengan 
paradigma interpretif sebagai payung penelitian. Fenomenologi adalah pengalaman 
subjektif atau pengalaman fenomenologikal, atau suatu studi tentang kesadaran dari 
perspektif pokok diri seseorang (Moleong, 2006). Penelitian ini menjelaskan fenomena-
fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, 
tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. 
Paradigma interpretif diturunkan dari germanic philosofical interests yang 
menekankan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman. Ilmu pengetahuan, 
bagi paradigma ini tidak digunakan untuk menjelaskan (to explain) dan memprediksi 
(to predict), tetapi untuk memahami (to understand). Paradigma interpretif dibentuk 
berdasarkan asumsi bahwa realitas sosial itu keberadaannya tidak konkrit, melainkan 
keberadaannya dibentuk dari pengalaman subjektif dan objektif masing-masing 
individu.  
Ekplorasi pemahaman dan kesadaran auditor SPI mengenai dilema independensi 
yang dialami dilakukan secara mendalam menggunakan Epoche. Epoche adalah suatu 
proses penundaan keputusan, dimana peneliti menunda keputusan yang berkaitan 
dengan bias personal informan agar dapat fokus kepada pemahaman yang benar-benar 
murni dari pengalaman informan.  
 
Informan 
Dalam penelitian ini, yang selama prosesnya menekankan pada subjektifitas dan 
pengungkapan inti dari pengalaman dengan sebuah metodologi yang sistematis, 
terdapat lima komponen konseptual, yaitu kesengajaan (intentionality), noema dan 
noesis, intuisi, intersubjektivitas, dan eidetic reduction. Seluruh komponen tersebut 
penulis gunakan dalam mengeksplorasi pemahaman informan. Dalam hal ini auditor 
internal SPI perguruan tinggi negeri mengenai situasi dilema independensi dan 
langkah-langkah apa yang diwujudkan untuk memecahkan dilema yang dihadapi. 
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Objek penelitian yang akan diteliti disini adalah Ibu AB (bukan nama 
sebenarnya), Ia merupakan Kepala SPI pada salah satu perguruan tinggi negeri di Kota 
Makassar. Sebagai bagian dari lingkungan perguruan tinggi, jabatan Kepala SPI dan 
Sekretaris SPI secara personalia mengandung keunikan. Selain mereka merupakan 
dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), mereka juga diberi tugas tambahan oleh 
rektor pada unit kerja SPI. Dengan profil tersebut akan memunculkan potensi konflik 
peran untuk menilai aspek kinerja perguruan tinggi bidang non-akademik. Auditi yang 
akan mereka hadapi adalah sesama rekan-rekan dosen dan pegawai lain yang bisa jadi 
ada hubungan keluarga atau bahkan pihak yang memiliki jabatan yang levelnya lebih 
tinggi. 
 
Teknik pengumpulan data dan analisis  
Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan metode Stone (1978) dengan 
cara melakukan kajian teoritis, studi lapangan melalui wawancara dan observasi 
partisipan. Pada penelitian ini saya memilih teknik analisis data yang sesuai dengan 
pendekatan studi fenomenologi sebagaimana dijabarkan oleh Sanders (1982).  
Ada empat tahap dalam analisa fenomenologi. Tahapan pertama adalah 
mendeskripsikan fenomena dari hasil wawancara yang telah direkam. Transkrip 
wawancara mengidentifikasi dan menjelaskan kualitas dari pengalaman dan kesadaran 
informan. Tahapan kedua yaitu mengidentifikasi tema yang muncul dari deskripsi pada 
tahap pertama. Tahapan ketiga adalah pengembangan noema dan noesis. Tahap akhir 
dalam analisa data fenomenologi adalah mengabstraksikan esensi dari korelasi antara 
noema dan noesis. Proses abstraksi ini disebut dengan eidetic reduction.  
Kamayanti (2016) menguraikan seorang fenomenolog mencoba melakukan 
objektivikasi atas subjektivikasi sehingga sebenarnya kurang tepat apabila 
fenomenologi mengharuskan embededdedness. Memasuki relung kesadaran seseorang 
bukan berarti mengharuskan peneliti masuk ke dalam lingkungan individu yang diteliti. 
Istilah bracketing atau memberikan tanda kurung, atau epoche menegaskan hal ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN   
 
Membaca struktur objek penelitian: Dilema etis profesi 
Layaknya sebuah bangunan, struktur memegang peranan penting demi 
kokohnya bangunan tersebut. Tujuan dibangunnya sebuah struktur organisasi dalam 
sebuah unit kerja adalah untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar 
tidak terjadi overlapping dalam pelaksanaan tupoksi tersebut. Di dalam struktur 
organisasi terkandung rentang kendali (span of control) antara pimpinan yang satu 
dengan yang lainnya untuk memperjelas orang-orang atau staf yang akan dibawahinya.  
Pada dasarnya tidak ada struktur baku sebuah organisasi Satuan Pengawasan 
Internal (SPI). Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang mampu membaca 
kebutuhan organisasinya. SPI tempat objek penelitian ini dipimpin seorang kepala dan 
dibantu seorang sekretaris. Sebagai bukti prinsip independensi, maka kepala SPI akan 
bertanggungjawab serta melaporkan langsung hasil pemeriksaannya kepada rektor. 
Sedangkan sekretaris mengkoordinasikan kegiatan pengawasan internal kepada kepala 
SPI.  
Potensi dilema independensi level sederhana hadir pada sisi struktur karena 
personalia auditor SPI bukanlah orang luar melainkan orang dalam bagian dari 
lingkungan perguruan tinggi tersebut. Pejabat Kepala SPI dan Sekretaris SPI  
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merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diberi tugas tambahan 
sebagai pemeriksa pada lembaga SPI; Apakah dilema etis yang dialami oleh auditor 
hanya terjadi ketika ia diharuskan mengambil keputusan etis di atas kepentingan 
individu? Ternyata tidak. Sulitnya menerapkan perilaku etis dalam organisasi diakui 
oleh Trevino dan Brown (2006:601) karena di dalam organisasi banyak tekanan yang 
menyebabkan individu takut untuk bertindak etis, dalam hal ini seseorang takut akan 
konsekuensi yang timbul atas perilakunya tersebut.  
Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai sepak terjang auditor SPI dalam 
kaitannya pengambilan keputusan etis, penulis memulai diskusi dengan bertanya, 
“bagaimana ibu menyikapi tekanan auditi dan kondisi dilema etis yang bisa saja 
menghampiri dalam tugas pemeriksaan, misal pernahkah ada godaan sejenis pemberian 
sesuatu?” 
Pernyatan awal (noema) Ibu SS menuturkan bahwa menjadi auditor itu memang 
tidak mudah, dan bertindak etis sebagai auditor jauh lebih sukar tantangannya. 
 
“Pertama adek harus tau kita di SPI kan bukan kita yang minta, tapi kita diberi amanah. 
Ada kekurangan kita belajar, ikut pelatihan di luar atau buat pelatihan sendiri 
…Masalah godaan pemberian sesuatu kita disini komitmen menolak ditekan dan diberi 
macam-macam lah… pernah sih teman-teman ada yang kirimi kue dari fakultas (sambil 
senyum), cuma ibu bilang itu hari sama anggota ambil saja itu rezekimu karena ini 
diberi setelah proses pemeriksaan. justru yang susah itu menghadapi godaan bentuk 
lain dari orang lain. … kadang kalau ada temuan eksternal tidak jarang SPI diberi 
predikat “kambing hitam”. Katanya harusnya tidak jadi temuan mi karena sudah 
diperiksa SPI, artinya SPI harus dong tanggungjawab” 
 
Ia seakan mengakui bahwa auditor bisa saja tergoda dengan iming-iming materi 
maupun non materi. Selain itu, diungkapkan menjadi auditor SPI harus siap mendapat 
predikat “kambing hitam” atas kekeliruan yang dilakukan unit kerja, apalagi jika 
kegiatannya unit bersangkutan mejadi temuan di auditor Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK).  
 
“Itulah budaya kita disini, mereka yang berbuat tidak patuh kita yang jadi “kambing 
putih” (sambil senyum bercanda, maksudnya merujuk istilah “kambing hitam”= pihak 
yang dipersalahkan)… dulu waktu kita periksa mereka tidak mau dengar saran 
rekomendasi SPI. Nah tiba jadi temuan BPK, baru pi SPI yang disalahkan” 
 
Refleksi subjektif (noesis) menyiratkan makna jika dalam sebuah pemeriksaan 
terdapat kesalahan, suatu unit kerja beralasan bahwa hal tersebut diperbolehkan 
menurut SPI padahal belum tentu demikian. Memang, dengan bertindak sebagai 
konsultan dan katalis bagi auditi, tanggung jawab auditor menjadi semakin besar. 
Auditor tidak lagi hanya sekedar menemukan kesalahan tetapi turut membina unit kerja 
dan secara umum civitas akademika universitas dalam melakukan aktivitas 
operasionalnya, misalnya dengan memberikan solusi, rekomendasi, membantu 
mengidentifikasi resiko maupun pengawasan lain. Oleh sebab itu, peran ini menjadikan 
auditor sebagai mitra auditi.  
Melihat fakta di atas, menurut Sawyer (2003), ada beberapa hal yang dapat 
dijadikan pertimbangan bagi auditor internal untuk menjalin hubungan yang baik 
dengan klien (auditee), yaitu mengetahui umpan balik dari klien, sikap yang konsultatif 
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kepada klien, pertimbangan dampak audit, serta melihat dari sudut pandang 
manajemen.  
Tidak hanya menghadapi persepsi auditi yang cenderung negatif, selama ini SPI 
dinilai belum melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik oleh auditi seperti 
diungkapkan Ibu SS: 
 
“Kita dianggap tidak maksimal kerja, dianggap tidak bisa memberikan solusi yang 
fleksibel, yah disitu masalahnya. Mereka maunya hanya dengar apa yang mereka mau 
dengar, bukan apa yang seharusnya mereka dengar” 
 
Berbagai stigma negatif terhadap SPI menimbulkan dilema bagi auditor, Saya 
mengerucutkan diskusi sebagai bentuk epoche dengan bertanya, “Lantas sejauh mana 
hal tersebut mempengaruhi kinerja auditor SPI?” 
 
“Kasian juga sebenarnya kita dianggap tidak memberikan hasil yang maksimal, ini kan 
bisa bikin jatuh semangatnya teman-teman di SPI. Padahal SPI perannya besar, malah 
lebih baik dibanding audit eksternal. Kenapa demikian? Kalau internal kapanpun dia 
bisa masuk, sampai hal detail. Kalau eksternal mereka cuma ambil sampel, tidak tau hal 
detail” 
 
Melalui penuturan di atas, diperoleh pemahaman bahwa dilema etis yang 
dialami oleh auditor SPI karena dianggap tidak dapat memberikan hasil maksimal 
dalam menjalankan pengawasan. Padahal, informan selaku auditor SPI merasa bahwa 
mereka (baca: auditor) telah berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Di 
sisi lain, jika dilaksanakan dengan tidak semestinya akan bertentangan dengan 
kewajiban dan semakin memperburuk stigma negatif yang terlanjur melekat.  
Dalam penelitiannya, Espinosa-Pike dan Barrainkua (2015) mengutarakan 
bahwa tekanan yang diterima oleh auditor tidak hanya berasal dari auditi seperti yang 
sering dibahas di dalam literatur, tetapi juga berasal dari organisasi yang dapat 
berdampak pada kualitas audit. Oleh karena itu, hal itu amatlah menjadi keharusan 
bagi auditor agar selalu memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah 
takluk pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-
prinsip etika secara umum dan etika profesi. Auditor juga harus mampu mengenali 
situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkan untuk mengambil 
keputusan atau tindakan yang tepat. 
 
Refleksi etis pengawasan: Apatisme pelaksanaan standar audit 
Kondisi ideal suatu pengawasan tentu disesuaikan dengan kerangka profesional 
yang telah dibuat, dalam hal ini standar audit yang berfungsi sebagai ukuran mutu 
minimal bagi para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lembaga manapun, 
termasuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada perguruan tinggi, antara lain: (1) 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik 
audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan 
kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran 
kinerja audit; (2) pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP; (3) pelaksanaan perencanaan 
audit oleh APIP; (4) penilaian efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan 
konsistensi penyajian laporan hasil audit. 
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Dalam pelaksanaan program pemeriksaan dan pengawasan, SPI UIN Alauddin 
idealnya harus melakukan pre audit (pemeriksaan sebelum kegiatan dilaksanakan) dan 
post audit (pemeriksaan setelah kegiatan terlaksana). Namun dalam prakteknya, yang 
dilakukan SPI tersebut hanya post audit, sedangkan pre audit yang justru merupakan 
jenis audit yang direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam 
Kementerian Agama justru belum dapat diaplikasikan meskipun telah memiliki 
pedoman petunjuk teknis.  
Namun, realitas objektifnya menunjukkan ketidakpatutan (abuse), bahwa 
standar yang sudah dibuat dan berlaku umum dalam sistem pengawasan intern tidak 
sepenuhnya dilaksanakan dan tidak dievaluasi untuk memberi pertimbangan etis di 
masa mendatang. Terdapat kesan kalau kondisi tersebut dianggap wajar dan tanpa 
disadari berpotensi menciptakan konflik atau dilema etis. 
Menurut pernyataan awal (noema) Ibu SS, pedoman audit SPI merupakan hal 
yang tidak bisa ditawar, selain harus jelas fisik pedomannya dan juga harus jelas cara 
penerapannya, ibaratnya pedoman itu adalah kompas yang menunjukkan arah jalan 
bagi seluruh auditor SPI di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 
(PTKIN).  
 
“Pedoman harus memang ada dek. Gimana mau pemeriksaan kalau tidak ada 
pedomannya? Sebenarnya itu pedoman sudah lama dirintis bersama seluruh SPI 
PTKIN, cuma ini kita masih tunggu sosialisasi lebih lanjut diktis untuk penerapannya 
di semua SPI PTKIN. Dari 11 pedoman yang rencana kita buat. Kita syukurlah bisa 
jadi dan dicetak 5 pedoman terstandardisasi, yang lain akan menyusul. Nah salah 
satunya kan pedoman pre audit yang dimana UIN Alauddin yang tim penyusun disitu” 
  
Intonasi yang tegas dan cara menjawab pertanyaan peneliti, penulis mengamati 
ada kebanggaan dan harapan yang membuncah yang disampaikan oleh Ibu SS terhadap 
kehadiran fisik pedoman tersebut. Namun, penulis ingin mengetahui lebih lanjut 
bagaimana dan seperti apa pengaplikasian pedoman tersebut. Penulis pun melanjutkan 
diskusi dengan bertanya tentang penerapan pedoman tersebut, Ibu SS menuturkan 
. 
“Kalo penerapan pedoman audit, kita akui belum efektif, sepertinya hanya kita yang 
tahu ini, itulah selalu saya sampaikan di forum pimpinan SPI bersama dirjen diktis, 
untuk ayo sosialiasi pedoman audit itu jangan hanya mengundang SPI, harusnya itu 
yang lebih disosialisasikan kepada pimpinan, kita kan hanya eksekusi di pelaksana 
saja... (sambil memberi contoh mengangkat sebuah buku lalu diletakkan kembali di 
meja) hey pak rektor ini ada loh pedoman yang sudah standar kita sudah buat, pak 
rektor laksanakan pedoman itu, ada SPI yang mengawal.. Itu maunya ibu. Biar 
pedoman ini efektif dijalankan” 
 
Dari pernyataan di atas, noesis (refleksi subjektif) atas pelaksanaan standar 
audit seharusnya menjadi hal urgent untuk segera diaplikasikan. Ibarat dua sisi mata 
pisau yang tidak dapat dipisah, masalahnya pun sama. Pedoman audit dan pengawasan 
kurang mendapat perhatian serius. menurut Ibu SS, hal ini dikarenakan tidak ada 
koordinasi vertikal yang matang antara pimpinan level atas dan pimpinan satuan kerja. 
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Penulis mengerucutkan diskusi sebagai bentuk epoche dengan bertanya,  
“Apakah sosialisasi pedoman audit SPI memang harus menunggu dari pusat (Dirjen 
Diktis), mengapa SPI tidak inisiatif menyampaikan sendiri urgensi pedoman audit 
tersebut?” 
 Ibu SS terdiam sejenak, terlihat seperti sedang menyusun kata-kata kemudian 
menjawab: 
 
“Akan beda dek kalo langsung diktis yang sosialisasikan itu pedoman, akan berbeda 
penerimaannya pimpinan. Coba mi  kalo SPI yang menyampaikan paling auditi dan 
pimpinan bilang, (dengan intonasi agak lemah) “pedoman buatannya ji itu SPI, cari-cari 
masalah paling ujungnya”... Lagian yang ibu maksud sosialisasi diktis bukan hanya 
secara verbal menghadirkan semua rektor, lalu bahas pedoman audit SPI, bukan ji 
sederhananya kan bisa dengan surat edaran dirjen, menurut Ibu sudah cukup itu 
memberi pressure untuk laksanakan pedoman audit” 
 
Tanggapan Ibu SS hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Naim 
(2016: 95) yang melakukan penelitian tentang persepsi etis APIP Inspektorat Kota 
Pare-Pare. Naim menuturkan bahwa berbagai diskusi tentang etika pengawasan rasanya 
belum memberi kesan mendesak unuk membingkai setiap perilaku auditor intern. 
Ketidakpatutan menjadi sandungan menciptakan efektivitas pengawasan intern. 
Sebagai aparat pengawasan intern, masih menganggap biasa. Kondisi ini telah 
memunculkan fenomena apatis. 
 
Realitas kesenjangan etis: Dominasi kepasifan etis pimpinan organisasi 
Meyakini nilai-nilai dalam profesi tertentu merupakan bentuk penerimaan yang 
membuat seseorang menekuni sekaligus mempertahankan peran atas nama profesi dan 
organisasinya. Bagi Jeffrey dan Weatherholt (1996), hal itu disebut sebagai komitmen 
profesional. Dalam konteks dan tinjauan moral, sikap mempertahankan peran 
merupakan tanggung jawab individu yang otentik dan beresiko. Ketika dihubungkan 
dengen keberanian seseorang, maka tindakan yang dipilih melawan arus demi sebuah 
nilai atau prinsip. Pribadi dengan tanggung jawabnya disebut sebagai kesediaan 
mengambil titik pangkal moral (Sihotang, 2011 dalam Naim, 2016). 
Berbagai masalah yang menyangkut kewenangan struktur instansi dalam 
pengawasan ini membuat auditor berada dalam posisi harus menentukan pilihan antara 
etis atau tidak etis, sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan berikut. 
Pertama, ketiadaan wewenang dalam struktur untuk menentukan keputusan atas 
hasil pemeriksaan menandakan keputusan yang diambil oleh pimpinan adalah 
keputusan final walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya ditempuh 
terhadap temuan dan catatan pemeriksaan. Berikut penuturan Ibu SS selaku Informan 
yang juga menjabat Kepala SPI: 
 
“Menurut saya, yang penting kita sudah sampaikan laporan pemeriksaan, tergantung 
pimpinan selanjutnya mau apakan laporan kita, apakah disetujui rekomendasi SPI atau 
seperti apa... meskipun waktu rapat kemarin secara tidak langsung rektor dan auditi 
sepertinya kurang setuju dengan kata temuan dimana harusnya SPI cukup 
menggunakan kata catatan pemeriksaan saja atau istilah lain, tapi yang pasti SPI sudah 
memeriksa sesuai surat tugas yang diberikan” 
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Pernyataan awal informan tersebut merupakan noema terkait dilema kepala SPI 
dalam hal ini kepada rektor yang belum tegas komitmennya untuk menindaklajuti 
rekomendasi hasil pemeriksaan SPI terhadap objek pemeriksaan suatu unit kerja pada 
suatu rapat ekspos hasil pemeriksaan. Adapun noesis (refleksi subjektif) atas kondisi 
diatas menghadirkan ujian kesabaran bagi auditor SPI dalam hal penyampaian 
rekomendasi kepada pimpinan, karena pengambilan keputusan pastinya akan 
diperhitungkan tingkat risikonya jika dilaksanakan atau ditangguhkan, termasuk potensi 
konflik kepentingan yang akan terjadi oleh unit kerja yang diperiksa dan rektor selaku 
pimpinan tertinggi satuan kerja. 
Kondisi diatas oleh Milgram (1974) disebut sebagai tekanan ketaatan 
(obedience pressure) yang diberikan oleh individu dengan otoritas tinggi dalam 
konteks struktur hirarki, yaitu seorang atasan dapat membentuk tindakan bawahan 
melalui perintah tertentu. Auditor khususnya akan mematuhi perintah atau saran atasan 
mereka tidak hanya untuk menghindari hukuman atau mencapai imbalan, tetapi juga 
untuk menjaga kelangsungan karir mereka (Nasution, 2013). 
Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut auditor terhadap koreksi rektor atas 
LHP tersebut, diskusi penulis lanjutkan dengan bertanya, “Lalu apa yang dilakukan 
dengan LHP, apakah akan diubah?” berikut jawaban Ibu SS: 
 
“Bukan diubah. Ini kan sudah benar, karena melalui mekanisme pemeriksaan dan 
disandingkan dengan aturan yang semestinya. Yang penting kan tugas pemeriksaan SPI 
sudah selesai saat LHP disetor dan dipresentasikan ke rektor. Jadi sangat disayangkan 
lah, pemeriksaan yang sudah kita lakukan... biar masalah kata temuan saja 
dipermasalahkan” 
 
Pengakuan ibu SS mengindikasikan bahwa tekanan yang diterima oleh auditor 
tidak hanya berasal dari auditi namun juga dari puncak pimpinan tertinggi, dalam hal 
ini rektor. Tekanan yang diperoleh auditor memang tidak bersifat langsung tetapi dalam 
bentuk keengganan rektor untuk menandatangani laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan 
perlunya mengoreksi kembali penulisan beberapa istilah-istilah audit yang tertuang 
dalam LHP. Hal ini secara eksplisit menyiratkan bahwa rektor tidak menyetujui hasil 
audit dengan alasan tertentu sehingga hasil audit menjadi belum utuh sebagai LHP. 
Dalam tataran konsep, istilah temuan memang dikesankan menyeramkan dan 
hanya “mencari-cari kesalahan” oleh objek pemeriksaan, termasuk manajemen 
organisasi, maupun masyarakat (Noviriani, 2015). Paradigma mengenai SPI inilah yang 
harus diluruskan. SPI bukan lembaga yang mencari kesalahan, melainkan membantu 
mencari solusi penyelesaian segala permasalahan agar pelaksanaan operasional 
perguruan tinggi dapat berjalan dengan ekonomis, efektif dan efisien demi 
kesejahteraan stakeholder. Menurut ISO 9000, definisi temuan adalah BarHasil evalusi 
dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan  audit dapat 
mengindikasikan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian terhadap kriteria audit atau 
peluang perbaikan. Temuan audit sering disebut kekurangan (deficiencis). 
Meskipun konsepsi dunia auditing telah menetapkan istilah-istilah audit dalam 
aktivitasnya dan telah diterima secara umum, namun menjadi ironi jika hanya karena 
istilah-istilah tertentu tersebut menjadi mempengaruhi kinerja dan semangat auditor 
internal. Istilah tersebut sebisa mungkin dapat disesuaikan lingkungan organisasi 
tempat audit internal itu bernaung serta latar belakang kompetensi pimpinan. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa istilah temuan cenderung terlalu negatif, sedangkan kata kondisi 
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maupun catatan pemeriksaan relatif lebih tepat dan dianggap lebih nyaman, tidak 
memberi ancaman, dan tidak menimbulkan tanggapan defensif bagi auditi.  
Dalam hal ini, yang perlu dilakukan auditor dan auditi adalah upaya saling 
memahami dan mengkondisikan hasil pemeriksaan agar dapat ditindaklanjuti oleh 
auditi tanpa ada penolakan dan keterpaksaan untuk perbaikan. Kehadiran Satuan 
Pengawasan Internal (SPI) dalam perguruan tinggi adalah hal baru yang sebelumnya 
tidak ada dalam struktur organisasi. Apalagi budaya kepatuhan terhadap aturan yang 
selama ini masih kurang. Mereka merasa terusik dengan hadirnya auditor internal yang 
menurutnya berkarakter kaku, tidak fleksibel, dan sama saja dengan inspektorat dan 
BPK yang datang membawa surat tugas pemeriksaan dan pergi meninggalkan surat 
temuan untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan unit bersangkutan. 
Penulis mengerucutkan diskusi sebagai bentuk epoche dengan bertanya, “Lantas 
bagaimana penerimaan ibu jika disebut kaku, tidak fleksibel dalam memeriksa, dan 
cenderung buka-bukan saja ungkapkan di LHP jika itu memang dianggap temuan?”  
 
“Sudah biasa  kami dengar istilah itu, tapi bagi kami tidak ada masalah. Mending kaku 
tapi aman di kemudian hari, daripada bebas-bebas saja tapi ada risiko pengembalian 
nanti dari BPK” 
 
Kesan yang coba dihadirkan Ibu SS adalah bahwa meskipun SPI dianggap kaku 
dalam hal teknis pemeriksaan, namun hal itu dilakukan demi kebaikan auditi sendiri. 
Menurut Ristiyanto (2013:10), banyak persepsi di kalangan institusi pemerintah 
yang menganggap bahwa setiap pemeriksaan atau audit, siapa pun pelaksananya sama 
saja. Hal yang auditi ketahui adalah setiap pemeriksa atau auditor kegiatannya sama. 
Semuanya meminjam banyak berkas, menguji setiap dokumen, memeriksa fisik, 
memeriksa uang kas/bank, banyak bertanya dan yang lebih auditi pahami adalah semua 
auditor mencari temuan atau masalah.  
Lebih lanjutnya Ristiyanto (2013) mengemukakan perbedaan antara auditor 
eksternal dan auditor internal di lingkungan pemerintah, termasuk perguruan tinggi 
dalam strategi pelaksanaan auditnya. Dalam hal ini, strategi pelaksanaan audit yang 
dimaksud lebih cenderung berkaitan dengan penetapan sasaran auditnya. Sasaran audit 
dari auditor internal lebih bersifat pembenahan dari dalam organisasi yang dilakukan 
selama proses kegiatan berlangsung sebelum terjadi penyimpangan.  
Auditor yang melakukan audit kinerja akan menemukan kenyataan apakah 
auditi telah melaksanakan program dan/atau kegiatannya secara efektif, efisien, dan 
ekonomis (3E). Jika auditi telah memenuhi tiga aspek tersebut, berarti auditi telah 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Jika demikian, auditor tidak perlu 
menyampaikan temuan dan rekomendasi untuk perbaikannya. Dengan demikian, auditi 
dapat meneruskan pelaksanaan program dan kegiatannya pada periode berikutnya. 
Namun, jika auditor masih menemukan kekurangan pada salah satu atau seluruh aspek 
3E tersebut, berarti auditi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih ada 
kekurangan. Untuk hal ini, auditor perlu menyampaikan temuan disertai dengan 
rekomendasinya.  
Jika kondisi ini terus terjadi, dalam pemeriksaan selanjutnya auditor bisa 
menghadapi dilema etis antara tetap menjalankan tugas audit sesuai dengan prosedur 
dan mekanisme yang ada atau tidak, karena jika dijalankan sesuai dengan rencana 
pemeriksaan, hasil pemeriksaannya bisa saja tidak disetujui seperti yang pernah dialami 
sebelumnya. Akan tetapi, jika tidak dijalankan sesuai dengan rencana, artinya auditor 
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melanggar ketentuan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena telah muncul kekecewaan dari 
pengalaman-pengalaman terdahulu, seperti pernyataan yang diungkapkan informan di 
atas dengan kata sangat disayangkan. 
 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN    
 
Simpulan  
Penelitian ini mengungkapkan beberapa realitas dilema independensi yang 
dihadapi Auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) perguruan tinggi negeri. Pertama, 
pada tingkatan sederhana berkaitan dengan struktur internal organisasi, dimana posisi 
auditor SPI yang bukan merupakan orang luar, melainkan dosen yang diberi tugas 
tambahan sebagai auditor SPI oleh rektor. Pada tingkatan selanjutnya dilema 
independensi disebabkan oleh intervensi individu di sekitar auditor. Selama ini auditor 
dianggap tidak dapat memberikan hasil maksimal dalam menjalankan pengawasan. 
Auditor dianggap sebagai pihak yang disalahkan (kambing hitam) jika mereka menjadi 
sampel BPK dan berujung menjadi temuan. Persepsi auditi yang terlanjur melekat ini 
meruntuhkan semangat auditor dan menjadi dilema yang harus dihadapi.  
Penelitian ini juga menemukan fenomena ketidakpatutan (abuse), bahwa 
standar yang sudah dibuat dan berlaku umum dalam sistem pengawasan intern dalam 
bentuk pedoman audit belum sepenuhnya dilaksanakan dan tidak dievaluasi untuk 
memberi pertimbangan etis di masa mendatang. Terdapat kesan kalau kondisi tersebut 
dianggap wajar dan tanpa disadari berpotensi menciptakan konflik atau dilema etis. 
Terakhir, penelitian ini mengungkapkan situasi dilema etis auditor SPI untuk 
menjalankan tugas audit sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Hal ini 
dikarenakan tekanan yang diterima oleh auditor tidak hanya berasal dari auditi, tetapi 
juga dari puncak pimpinan tertinggi, dalam hal ini rektor yang juga disebut tekanan 
ketaatan (obedience pressure). Tekanan yang diperoleh auditor memang tidak bersifat 
langsung, melainkan dalam penangguhan rektor untuk menandatangani LHP dan 
perlunya mengoreksi kembali penulisan beberapa istilah-istilah audit yang tertuang 
dalam LHP. Akan tetapi, menurut auditor hal tersebut tidak perlu diubah karena 
mempengaruhi signifikansi fakta-fakta yang dilaporkan auditor dalam LHP. 
 
Keterbatasan 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga kemungkinan 
kelemahan dalam generalisasi hasil penelitian. Meskipun demikian, penelitian ini 
memberikan gambaran yang mendalam terkait problem psikologi yang dihadapi oleh 
auditor internal, yang kemungkinan besar juga akan dihadapi auditor internal lain. 
 
Saran Penelitian Selanjutnya 
 Penelitian mendatang dapat menggunakan metode kuantitatif dengan 
menggunakan sampel yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian memiliki validasi 
eksternal atau dapat digeneralisasi. 
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